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 Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji inovasi dan tantangan implementasi penganggaran partisipatif 
dalam pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Timur. Masalah difokuskan pada implementasi 
penganggaran partisipatif, faktor pendorong dan penghambat, tantangan, dan inovasi dalam menghadapi 
tantangan penganggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Timur. Data dikumpulkan melalui wawancara 
dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Lampung Timur 
implementasi penganggaran partisipatif berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Hal ini 
karena dalam proses cenderung dipengaruhi dominasi faktor pendorong yang jauh lebih dominan 
dibandingkan faktor penghambat. Namun sejumlah tantangan masih senantiasa mewarnai diantaranya 
kompleksitas proses penganggaran partisipatif, disparitas dalam perencanaan, pengembangan, dan 
implementasi proyek, serta keterbatasan anggaran. Atas sejumlah tantangan tersebut Pemerintah 
Kabupaten Lampung Timur hanya mampu menghadirkan inovasi dalam rangka mengatasi disparitas dalam 
perencanaan, pengembangan, dan implementasi proyek melalui penerapan SIPPD, sementara tantangan 
lain belum mampu diatasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung 
Timur belum mampu menghadirkan inovasi yang komprehesif guna mengatasi kompleksitas tantangan 
yang ada. 

 
Kata kunci: Penganggaran Partisipatif, Pembangunan Daerah, Inovasi, Tantangan 
 

Abstract 
 

This research aims to examine the innovation and challenges in the implementation of participatory 
budgeting in regional development in East Lampung Regency. The focus of the study is on the 
implementation of participatory budgeting, driving and inhibiting factors, challenges, and innovations in 
addressing participatory budgeting challenges in East Lampung Regency. Data was collected through 
interviews and analyzed qualitatively. The research results indicate that in East Lampung Regency, the 
implementation of participatory budgeting aligns with the regulations in Indonesia. This is because the 
process tends to be influenced by the dominance of driving factors that are far more dominant than inhibiting 
factors. However, several challenges persist, including the complexity of the participatory budgeting 
process, disparities in planning, development, and project implementation, as well as budget limitations. 
Faced with these challenges, the East Lampung Regency Government can only bring innovation to 
overcome disparities in planning, development, and project implementation through the application of 
SIPPD, while other challenges have not yet been overcome. Therefore, it can be concluded that the East 
Lampung Regency Government has not been able to bring comprehensive innovation to overcome the 
complexity of the existing challenges. 
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PENDAHULUAN  
Proses penganggaran dengan melibatkan masyarakat dalam ruang partisipasi 

tengah menjadi perbincangan hangat dalam satu dekade terakhir. Banyak negara tengah 
berusaha mencari solusi terbaik atas permasalahan fiskalnya dan partisipasi masyarakat 
dianggap menjadi kunci atas hal tersebut. Hal ini adalah karena partisipasi masyarakat 
dapat meningkatkan tanggung jawab Pemerintah, memperkuat pengawasan, 
perencanaan menjadi lebih realistis, memperkokoh demokrasi, serta menjadi mekanisme 
yang tepat dalam penyampaian aspirasi bagi masyarakat (Arfiansyah, 2016). Salah satu 
wujud partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran di pemerintahan adalah 
melalui model penganggaran partisipatif (Andhika et al., 2019). Model ini diasumsikan 
mampu memberi manfaat yang lebih besar dalam aktifitas Pemerintah. 

Model penganggaran partisipatif dikembangkan pertama kali di Brazil pada 1980-
an dimana pada masa itu Pemerintah Brazil sedang dihadapkan dengan permasalahan 
kesenjangan pendapat terbesar di dunia sebagai akibat maraknya korupsi dan 
klientelisme sehingga banyak gerakan sosial yang muncul untuk menentang 
pemerintahan (Sintomer et. al., 2012). Kemudian untuk menjawab fenomena tersebut 
para akademisi dan praktisi anggaran merancang dan mengembangkan model 
panganggaran partisipatif dengan tujuan meningkatkan akses publik terhadap aktifitas 
Pemerintah (Andhika et al., 2019). Atas keberhasilan implementasi model tersebut, 
hingga saat ini model penganggaran partisipatif telah banyak diadopsi oleh berbagai 
negara berkembang di dunia. 

Di Indonesia model penganggaran partisipatif telah ada sejak munculnya amanat 
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Arfiansyah, 2016). 
Implementasi tersebut sebagai salah satu komponen wajib penyelenggaraan otonomi 
daerah yang mengharuskan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran. 
Implementasi penganggaran partisipatif di beberapa daerah di Indonesia telah berjalan 
dengan baik seperti di Kabupaten Tanggamus (Purwaningsih, 2022) dan di Kuta 
Kartanegara (Sinaga, 2022) yang telah menerapkan dimensi partisipatif dalam rangkaian 
tahapannya meskipun masih sedikit dihadapkan dengan kekurangan karena tidak 
sepenuhnya dilakukan secara bottom-up. 

Implementasi penganggaran partisipatif di Indonesia meskipun telah berjalan di 
dalam kurun waktu yang tidak singkat namun masih dijumpai sejumlah kekurangan 
seperti masih buruknya praktik pengelolaan anggaran daerah (Rahmawati & Supriatono, 
2019), penganggaran di daerah tidak sepenuhnya dilakukan secara partisipatif atau 
bottom-up (Sinaga, 2022), dan ketika dihadapkan dengan kondisi tak terduga seperti 
Pandemi Covid-19 di akhir tahun 2019. Atas fenomena demikian Pemerintah dituntut 
untuk menghadirkan inovasi dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahannya. 
Dari sejumlah fakta empiris yang ada diasumsikan bahwa implementasi penganggaran 
partisipatif akan ideal apabila berjalan secara substansial dan didukung oleh kondisi yang 
memungkinkan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini hendak menganalisis inovasi dan 
tantangan implementasi penganggaran partisipatif dalam pembangunan daerah di 
Kabupaten Lampung Timur dengan fokus penelitian pada implementasi penganggaran 
partisipatif, faktor pendorong dan penghambat, tantangan, dan inovasi dalam 
menghadapi tantangan penganggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Timur. 
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METODE  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif yang 

menekankan peran peneliti sebaggai intrumen penelitian yang memungkinkan peneliti 
untuk terlibat langsung dengan realitas di lapangan (Hardani et al., 2020). Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara berkaitan dengan fokus 
penelitian. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian 
data dan penarikan Kesimpulan Miles & Huberman, (1994) berkaitan dengan topik 
implementasi dan tantangan penganggaran partisipatif dalam pembangunan daerah di 
Kabupaten Lampung Timur. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Implementasi Penganggaran Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur 

Implementasi penganggaran partisipatif untuk pertama kali diterapkan di Brazil pada 
1980-an dimana pada waktu itu tengah terjadi kondisi disparitas pendapatan dan kualitas 
hidup masyarakat. Maka dari itu, implementasi model ini dimaksudkan untuk membuka 
ruang partisipasi kepada masyarakat dalam proses alokasi anggaran publik secara lebih 
besar. Adapun implementasi penganggaran partisipatif di Brazil setidaknya dapat dilihat 
dari serangkaian tahapan yang dilakukan Pemerintah dengan masyarakat (Peixoto, 
2008). Tahapan tersebut meliputi: 
1. Pemerintah kota dan tokoh masyarakat mengundang masyarakat dapat kegiatan 

pembukaan resmi penganggaran partisipatif dan forum Kabupaten setiap dua tahun. 
2. Forum Kabupaten dilakukan untuk menjelaskan metodologi penganggaran partisipatif 

dan pembagian formulir kebutuhan masyarakat kepada perwakilan desa. 
3. Perwakilan desa mengumpulkan masyarakat untuk mendiskusikan kebutuhan publik 

prioritas yang dibutuhkan masyarakat. 
4. Seleksi formulir kebutuhan. Ditahap ini setelah formulir diserahkan maka akan dinilai 

secara teknis dan jika dianggap tidak layak maka kebutuhan baru harus dirancang 
kembali. 

5. Forum kecamatan dilakukan dengan menyajikan alokasi anggaran bagi Kecamatan 
yang telah disesuaikan dengan jumlah penduduk dan indeks kualitas hidup 
kecamatan. Pada forum ini juga berlangsung seleksi kebutuhan publik yang akan 
diakomodir sebanyak 25 pekerjaan umum bagi setiap Kabupaten. Dalam forum ini 
diutus perwakilan Kecamatan yang mewakili masyarakat, dimana pada forum ini 
merupakan tahapan dengan tingkat partisipasi tertinggi.  

6. Survei dilakukan ke lokasi dari 25 pekerjaan umum yang telah disepakati dengan 
tujuan untuk memperoleh pemahaman lebih baik terkait pekerjaan umum yang telah 
disepakati. 

7. Musyawarah daerah sebagai tahapan terakhir penganggaran partisipatif dimana 
Pemerintah Daerah menyajikan alokasi biaya atas 25 pekerjaan umum yang telah 
disepakati kemudian dipilih kembali menjadi 14 yang sesuai dengan prioritas. Pada 
forum ini juga perwakilan Kecamatan diutus untuk menindaklanjuti dan mengawasi 
pelaksanaan. 

8. Masyawarah Proritas Anggaran Daerah yaitu penyerahan perkerjaan umum kepada 
Kepala Daerah untuk dilaksanakan Pemerintah. 

 
Berdasarkan tahapan tersebut maka implementasi penganggaran partisipatif 

dilakukan dengan tahapan merancang proses (Design the Process), mendiskusikan ide 
(Brainstorm Ideas), membuat proposal (Develops Proposals), musyawarah/pemungutan 
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suara (Cast a Vote), dan implementasi (Fund Winning Projects) (Godwin, 2018). 
Implementasi model ini telah membawa perbaikan yang signifikan di Brazil, diantara 
pencapaian meliputi (Rahmawati & Supriatono, 2019): 
1. Akses air minum rumah tangga meningkat dengan persentase (98%) 
2. Sanitasi penduduk meningkat dengan persentase (85%) 
3. Angka partisipasi sekolah meningkat 2 kali lipat  
4. Pengaspalan 30 Kilometer pertahun 
5. Peningkatan pendapatan pajak sebanyak menjadi (50%) 

Di Indonesia implementasi penganggaran partisipatif dilakukan dengan pendekatan 
bottom-up melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Dasar implementasi ini 
diatur Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan 
Pembangunan Daerah. Adapun siklus penganggaran di Indonesia dimulai dari 
Musrenbang di tingkat Desa, Kecamatan, dan berakhir di Kabupaten, Provinsi, dan 
Nasional (Sinaga, 2022). Tahapan penganggaran partisipatif di Indonesia dilakukan 
sebagai berikut. 

 
Tahapan Penganggaran Partisipatif di Indonesia (Musrenbang) 

 
Sumber: (Affandi et al., 2022) 

 
Berdasarkan tahapan tersebut, penganggaran partisipatif di Indonesia setidaknya 

meliputi tiga proses yaitu Proposal (Proposal Process), Prioritas (Prioritization Process), 
dan Implementasi (Implementation Process) (Grillos, 2017). Penyelenggaraan 
Musrenbang dibagi atas perencanaan yang meliputi Musyawarah penyusunan Rencana 
Kerja Pemerintah, (1 tahun), Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 
tahun), dan Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (20 tahun), 
(Rahmawati & Supriatono, 2019). 

Di Kabupaten Lampung Timur implementasi penganggaran partisipatif didasari oleh 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, 
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan 
peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang dan rencana 
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pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana 
pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah 
daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Adapun berdasarkan temuan penelitian 
tahapannya adalah sebagai berikut. 
1. Musrenbang Desa 

Implementasi Penganggaran partisipatif di mulai melalui Musyawarah Perencanaan 
Desa atau Musrenbang Desa. Sebelum pelaksanaan Musrenbang desa dilakukan 
forum dusun (pra Musrenbang) untuk menyerap aspirasi masyarakat hingga 
kemudian dilakukan Musrenbang Desa. Pada dasarnya desa memiliki kewenangan, 
perencanaan dan penganggaran tersendiri untuk menyusun RAPBDes. Oleh 
karena itu, desa kemudian mengakomodir kebutuhan desa secara mandiri. Apabila 
dalam RAPBDes terdapat usulan yang tidak dapat diakomodir baik karena 
ketidakmampuan desa maupun karena bukan kewenangan desa maka usulan 
tersebut disampaikan pada Musrenbang Kecamatan. 

2. Musrenbang Kecamatan 
Forum ini dilakukan di tingkat Kecamatan dengan mempertemukan pemangku 
kepentingan guna menghimpun seluruh aspirasi masyarakat dari tingkat Desa dan 
mengakomodir usulan prioritas dari setiap Desa berdasarkan masing-masing 
Kecamatan. Adapun tujuan Musrenbang Kecamatan adalah untuk menentukan 
usulan prioritas yang akan disepakati dan kemudian disampaikan dalam forum OPD  
untuk diselaraskan kembali dengan prioritas pembangunan daerah. 

3. Forum Pokir (Pokok-pokok Pikir) 
Forum aspirasi masyarakat bersama DPRD yang serupa dengan Musrenbang 
Kecamatan namun tidak termasuk kedapam rangkaian regulasi Musrenbang, 
dengan kata lain forum ini secara khusus dilakukan oleh DPRD bersama 
masyarakat untuk menentukan sendiri usulannya. Adapun hasil Pokir kemudian 
akan disampaikan pada forum OPD untuk diselaraskan kembali dengan prioritas 
pembangunan daerah. 

4. Forum OPD (Organisasi Perangkat Daerah) 
Forum ini merupakan pertemuan yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan tujuan membahas prioritas 
pembangunan daerah. Forum ini dilakukan dengan mempertemukan antara seluruh 
instansi pemerintahan, perwakilan Musrenbang Kecamatan untuk menyelaraskan 
usulan Kecamatan dan hasil pokir dengan rancangan awal Rencana Anggaran 
Pembelanjaan Daerah (RAPBD). Penyelerasan ini dilakukan dengan 
mempertimbangkan indikator kesesuaian, keuangan atau anggaran dan prioritas 
daerah. Apabila usulan Kecamatan dan hasil pokir tidak memenuhi komponen 
indikator maka usulan tersebut akan ditampung dan dibahas pada pembahasan di 
tahun yang akan datang. Jika usulan telah memenuhi indikator maka akan 
disampaikan pada Musrenbang Kabupaten dalam wujud berita acara untuk 
dilanjutkan ke Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). 

5. Musrenbang Kabupaten 
Forum ini dilaksanakan di tingkat Pemerintah daerah Kabupaten untuk 
menyempurnakan RKPD berdasarkan hasil forum OPD. RKPD dalam hal ini 
digunakan sebagai dasar penyusunan APBD melalui (Prioritas Anggaran 
Sementara) PPAS dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Hasil  kesepakatan pada 
musrenbang Kabupaten kemudian diserahkan ke Provinsi dan apabila diterima 
akan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. 
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Berdasarkan temuan penelitian dapat dikatakan bahwa tidak ada gap antara 
penganggaran partisipatif secara teoritis dan regulasi dengan fakta empiris implementasi 
penganggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Timur. 
 
Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Penganggaran Partisipatif di 
Kabupaten Lampung Timur 

Implementasi penganggaran partisipatif tak terlepas dari adanya pengaruh faktor 
tertentu baik yang mampu mendorong atau menghambat keberhasilan implementasi. 
Pada penelitian ini digunakan 2 faktor pendukung implementasi penganggaran 
partisipatif yang juga mempengaruhi keberhasilan implementasi di Porto Alerge (Brazil). 
Adapun faktor pendorong tersebut dijelaskan sebagai berikut (Satriani dkk., 2022). 
1. Kemauan untuk menyelesaikan masalah bersama 

Kemauan dalam menyelesaikan masalah bersama merupakan hal penting dalam 
keberhasilan penganggaran parisipatif, hal ini karena proses akan menghasilkan 
keputusan sesuai dengan keinginan dan harapan bersama. 

2. Budaya menyuarakan aspirasi bersama 
Hadirnya budaya menyuarakan aspirasi bersama menunjukkan bahwa 
penganggaran telah berhasil dilakukan secara partisipatif. Implikasinya akan 
mengarah pada hasil keputusan atas dasar aspirasi bersama. 

Sementara menurut Satriani dkk., (2022) implementasi penganggaran partisipatif juga 
setidaknya dipengaruhi oleh dua faktor penghambat sebagai berikut. 
1. Rendahnya Partisipasi masyarakat 

Partisipasi masyarakat yang rendah sangat berpengaruh dalam proses 
implementasi penganggaran partisipatif. Hal ini berdampak pada optimalisasi 
proses musyawarah yang diselenggarakan dalam rangka memberikan ruang 
partisipasi kepada masyarakat 

2. Belum optimalnya pendayagunaan teknologi dan informasi 
Pada dasarnya teknologi dan informasi yang tersedia sangat bermanfaat terhadap 
optimalisasi forum musyawarah apabila dapat didayagunakan dengan baik. Namun 
seringkali hal tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal sehingga mempengaruhi 
kurangnya akses masyarakat terhadap informasi hasil musyawarah. 

Berdasarkan temuan penelitian terkonfirmasi sejumlah faktor pendorong yang 
mempengaruhi implementasi penganggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Timur 
meliputi kemauan untuk menyelesaikan masalah bersama, Budaya menyuarakan 
aspirasi bersama, dan faktor lain yaitu dukungan sistem informasi yang baik. Adapun 
penjelasannya adalah sebagai berikut.  
 
Faktor Pendorong Penganggaran Partisipatif 
1. Kemauan untuk menyelesaikan masalah bersama dalam implementasi 

penganggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Timur meliputi tingginya 
partisipasi masyarakat dan proses berjalan dengan baik. 
a. Tingginya Partisipasi Masyarakat. Pada pengangaran partisipatif yang di 

lakukan di Kabupaten Lampung Timur partisipasi masyarakat sangat. Hal ini 
berdasarkan atas tingginya antusias dan peran aktif masyarakat dalam 
pelaksanaan Musrenbang. 

b. Proses berjalan dengan baik. Proses pengangaran partisifatif yang 
dilaksanakan di Kabupaten Lampung Timur berjalan dengan baik sehingga 
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tidak ada satupun tahapan yang terlewatkan ataupun mengalami kendala 
yang berarti. 

2. Budaya menyuarakan aspirasi bersama. Pada implementasi penganggaran 
partisipatif dimulai dari tingkat desa yang memuat pokok-pokok pikiran masyarakat 
yang membuktikan bahwa terdapat budaya menyuarakan aspirasi bersama 
sehingga mampu menjadi kekuatan partisipasi bagi masyarakat dalam proses 
penganggaran. 

3. Dukungan sistem informasi yang baik. Hadirnya sistem informasi saat ini 
memudahkan untuk mencatat atau menyimpan usulan-usulan aspirasi masyarakat 
hasil Musrembang sehingga lebih terjaga. Hal ini jauh berbeda dari penggunaan 
sistem manual yang masih memberikan peluang praktik politis yang tak terduga. 
 

Berdasarkan temuan penelitian tidak ada faktor penghambat yang terkonfirmasi 
dilapangan, justru implementasi penganggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Timur 
dipengaruhi oleh faktor penghambat lain meliputi keterbatasan Sumber Daya Manusia 
(SDM), keterbatasan keuangan daerah, dan waktu. Adapun faktor tersebut dijelaskan 
sebagai berikut. 
 
Faktor Penghambat Penganggaran Partisipatif 
1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Lampung Timur dalam proses penganggaran partisipatif masih 
dihadapkan dengan keterbatasan SDM Bappeda Kabupaten Lampung Timur. 
Rangkaian kegiatan Musrenbang yang panjang membuat SDM yang terbatas sulit 
untuk mengakomodir setiap tahapannya. 

2. Kemampuan keuangan daerah 
Kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu faktor penghambat dalam 
penganggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Timur. Dengan keadaan 
keuangan daerah yang tidak mendukung, daerah harus benar-benar menyusun 
program prioritas yang mendesak secara cermat dalam prosesnya.  

3. Waktu 
Keterbatasan waktu turut menjadi faktor penghambat dalam proses penganggaran 
partisipatif di Kabupaten Lampung Timur. Hal ini berdasarkan atas penggunaan 
estimasi waktu yang diberikan pada setiap tingkatan Musrenbang yang sangat 
singkat sehingga tidak mampu berjalan secara maksimal. 

 
Tantangan Implementasi Penganggaran Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur 

Meskipun penganggaran partisipatif dianggap paling ideal untuk diterapkan dalam 
proses pemerintahan, namun pada implementasinya masih dijumpai sejumlah tantangan. 
Sebagaimana tantangan yang dihadapi Pemerintah di Brazil. Adapun tantangan 
implementasi penganggaran partisipatif di Porto Alegre dijelaskan sebagai berikut (Friant, 
2019). 
1. Peraturan daerah secara formal untuk melembagakan tahapan penganggaran 

partisipatif dan mengalokasikan 100% anggaran masih sangat minim. 
2. Cakupan penganggaran partisipatif terbatas hanya untuk menangani investasi 

modal khusus proyek dan kurangnya kerjasama dengan lembaga daerah lain yang 
memiliki fokus yang lebih luas 

3. Rendahnya tingkat partisipasi pada kelompok kelas ekonomi menengah ke atas, 
profesi wiraswasta, dan generasi muda. 

http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1495416921&1&&2017
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah


Inovasi dan Tantangan Implementasi Penganggaran Partisipatif dalam 
Pembangunan Daerah di Kabupaten Lampung Timur  

 
Nadia Khumairatun Nisa, Pitojo Budiono 

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: 
Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora 
E-ISSN : 2598-6236 

http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah 

 
 

 
 

2294 Volume 9, Nomor 4, November 2025 

4. Rendahnya literasi keuangan dan kapasitas peserta untuk memantau dan menilai 
anggaran dan proyek infrastruktur yang kompleks. 

5. Kompleksitas tahapan penganggaran partisipatif. 
6. Disparitas dalam perancangan, pengembangan, dan implementasi proyek. 

Berdasarkan temuan penelitian terkonfirmasi bahwa Kompleksitas proses penganggaran 
partisipatif dan disparitas dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi proyek 
sebagai sejumlah tantangan yang dihadapi serta keterbatasan anggaran sebagai 
tantangan tambahan lain dalam implementasi penganggaran partisipatif di Kabupaten 
Lampung Timur. Adapun tantangan tersebut dijelaskan sebagai berikut. 
1. Kompleksitas Proses Penganggaran Partisipatif 

Proses penganggaran yang panjang dan kompleks menimbulkan sejumlah 
tantangan meliputi keterbatasan waktu dan keterbatasan Sumber Daya Manusia 
(SDM). 
a. Keterbatasan Waktu 

Implementasi penganggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Timur masih 
dihadapkan dengan keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu yang dimaksud 
adalah kesibukan masyarakat dalam bekerja dan estimasi waktu pelaksanaan 
Musrenbang yang sangat singkat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat 
masih cukup minim dan proses dalam Musrenbang berlangsung selayaknya 
sosialisasi atau dengan kata lain bersifat formalitas. 

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia 
Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Lampung Timur 
lebih dirasakan oleh penyelenggara Musrenbang yaitu Bappeda. Hal ini 
karena rangkaian kegiatan Masrenbang yang cukup panjang sehingga jumlah 
SDM yang tersedia sulit mengakomodir setiap tahapannya. 

2. Disparitas dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi proyek 
Kesenjangan tersebut dibuktikan dengan adanya usulan tak terduga. Munculnya 
usulan tak terduga menjadi Tantangan utama dan paling krusial yang dihadapi oleh 
Kabupaten Lampung Timur dalam implementasi penganggaran partisipatif. Usulan 
tak terduga biasanya hadir pada saat seluruh rangkaian Musrenbang telah 
dilaksanakan. Hadirnya usulan tersebut karena adanya kepentingan politik 
sejumlah pihak, dan melalui sistem penganggaran manual usulan tak terduga 
tersebut sulit untuk dihindarkan atau diakomodir agar tidak mengkontaminasi hasil 
Musrenbang yang telah disepakati. 

3. Keterbatasan Anggaran 
Tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi penganggaran partisipatif di 
Kabupaten Lampung Timur adalah keterbatasan anggaran. Keterbatasan ini 
mengakibatkan sulitnya Pemerintah dalam menentukan prioritas utama 
pembangunan karena mempertimbangkan berbagai usulan masyarakat dengan 
tidak mengesampingkan kondisi anggaran daerah. Oleh karena itu pada akhirnya 
banyak usulan masyarakat yang tidak terakomodir secara keseluruhan sehingga 
harus masuk ke dalam pembahasan pada tahun yang akan datang (waiting list). 

 
Upaya atau Inovasi dalam Mengatasi Tantangan Implementasi Penganggaran 
Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur 

Berdasarkan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam implementasi penganggaran 
partisipatif maka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memunculkan upaya atau 

http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1495416921&1&&2017
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah


Inovasi dan Tantangan Implementasi Penganggaran Partisipatif dalam 
Pembangunan Daerah di Kabupaten Lampung Timur  

 
Nadia Khumairatun Nisa, Pitojo Budiono 

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: 
Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora 
E-ISSN : 2598-6236 

http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah 

 
 

 
 

2295 Volume 9, Nomor 4, November 2025 

inovasi untuk mengatasinya. Adapun Upaya atau inovasi tersebut cenderung mengarah 
pada penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih baik dalam rangka 
mengatasi tantangan pada disparitas dalam perencanaan, pengambangan, dan 
implemetasi proyek. Sementara pada tantangan kompleksitas proses penganggaran 
partisipatif dan keterbatasan anggaran belum dapat diatasi oleh Pemerintah Kabupaten 
Lampung Timur yang ditandai dengan belum adanya inovasi atau upaya yang dilakukan. 

Inovasi tersebut diwujudkan dengan menerapkan SIPPD Sistem Informasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah. SIPPD merupakan sistem informasi baru yang 
diterapkan hampir di seluruh daerah dengan tujuan untuk mengunci hasil akhir 
Musrenbang. Sebagaimana tantangan utama dan paling krusial yang di hadapi 
Kabupaten Lampung Timur yaitu mengakomodir usulan tak terduga maka dengan 
penerapan SIPPD tantangan tersebut dapat dihindari dan juga sebagai target 
pengawasan KPK di daerah. Demikian inovasi yang diberikan Kabupaten Lampung Timur 
dalam mengatasi tantangan implementasi penganggaran partisipatif khususnya dalam 
mengakomodir usulan tak terduga atau dengan kata lain kepentingan politik kelompok 
tertentu. Implikasi atas inovasi tersebut adalah Pemerintah Kabupaten lampung Timur 
telah mampu mengatasi dan mengakomodir usulan tak terduga sehingga tidak ada lagi 
intervensi kepentingan politik kelompok tertentu setelah hasil akhir Musrenbang telah 
terkunci oleh SIPPD. Namun belum mampu mengatasi seluruh tantangan yang dihadapi 
dalam implementasi penganggaran partisipatif. 
 

SIMPULAN DAN SARAN  
Dewasa ini banyak negara didunia mengadopsi model penganggaran partisipastif 

sebagai wujud pemberian ruang partisipasi masyarakat dalam sistem pemerintahan. 
Model ini dianggap paling ideal karena mampu memberikan manfaat yang lebih besar 
dalam aktifitas Pemerintah. Di Kabupaten Lampung Timur implementasi penganggaran 
partisipatif berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Hal ini karena 
dalam proses cenderung dipengaruhi dominasi faktor pendorong yang jauh lebih 
dominan dibandingkan faktor penghambat. Namun sejumlah tantangan masih senantiasa 
mewarnai diantaranya kompleksitas proses penganggaran partisipatif, disparitas dalam 
perencanaan, pengembangan, dan implementasi proyek, serta keterbatasan anggaran. 
Atas sejumlah tantangan tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Timur hanya mampu 
menghadirkan inovasi dalam rangka mengatasi disparitas dalam perencanaan, 
pengembangan, dan implementasi proyek melalui penerapan SIPPD, sementara 
tantangan lain belum mampu diatasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur belum mampu menghadirkan inovasi yang 
komprehesif guna mengatasi kompleksitas tantangan yang ada. 
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